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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terbentuknya aturan larangan keterlibatan kepala desa 

dalam kampanye Pemilihan Umum 2019 dan mengetahui implikasi dari 

larangan keterlibatan kepala desa mengikuti kampanye Pemilihan Umum. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Larangan kepala desa untuk 

terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dilihat dari tiga aspek, pertama 

aspek filosofis,menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

Desa Direktorat Pemerintahan Desa, Direktorat Jendral Pemberdayaan 

Masyarakat, Departemen Dalam Negeri, tahun 2007. Desa merupakan 

ujung tombak dalam mencapai cita-cita negara mengingat pentingnya 

peranan desa dalam menwujudkan cita-cita negara maka di perukan 

seorang kepala desa yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam 

memimpin pemerintahan desa. Kedua aspek sosiologis, ada pendapat ahli 

yang menyatakan bahwa keterlibatan kepala desa dalam kampanye dapat 

menyebabkan disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat dan berdampak 

negatif didalam proses pemerintahan desa. Ketiga aspek yuridis, Dijelaskan 

dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum, yang berbunyi: “Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan 

sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan 

yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam 

masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Disebutkan larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye pada poin b 

dan j sebagai berikut: (b). membuat keputusan yang menguntungkan diri 

sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (j). ikut 

serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 

pemilihan kepala daerah. 2) Implikasi dari larangan tersebut adalah 

pertama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, kedua menjaga 

netralitas kepala desa, dan ketiga mencegah Abuse of Power. 
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